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ABSTRAK

CATATAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan Penyelenggaraan
Pelayan Publik dapat meliputi Pelayanan Konsultasi. Bahwa untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peratura Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik
untuk menetapkan dan mjenerapkan estandar pelayanan publik untuk setiap
jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan
publik.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25
Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 202; UU Nomor 7 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2022; PP
Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 TAHUN
2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 2015 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun
2020 sebagaimana telah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor
22 Tahun 2023;

Dalam Keputusan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian
Advokasi dan Pendapat Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Halmahera Tengah sebagaimana pada Lampiran | dan Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini. Digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemberian
advokasi dan pendapat hukum pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Tengah.
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